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ABSTRACT 

 
Humans are a work that cannot live and have been created to partner with 

each other by Allah SWT even since the beginning of human existence on this 

earth, so divorce and reconciliation are human rights that are protected by the 

1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28B paragraph (1) that 

people have the right to form a family and continue their offspring through a 

legal marriage, but in many cases many Soldiers have been arbitrarily treated by 

superiors without clear procedures, one of which is in the case of divorce and 

reconciliation for soldiers, which may lead to administrative disputes. Military as 

referred to in Article 265 paragraph 2 of Law No. 31 of 1997 concerning Military 

Courts 

With the holding of the Military Administrative Court, there will be a balance 

between giving Human Rights and Military Authority, it will be emphasized in 

Government Regulations related to the Military Administrative Court to ensure 

and legal to Military Administrative Officers in making decisions or not making 

decisions, because the military administrative law rights that have been protracted 

cannot be allowed to continue. There must be a will from the TNI, the 

Government and other related parties to make fair regulations and can 

overshadow all parties. 

Keywords: Administration, marriage divorce, TNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRAK 

 
Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan telah 

diciptakan untuk saling berpasang-pasangan oleh Allah SWT bahkan sejak awal 

adanya manusia di bumi ini, sehingga  menikah  talak dan rujuk merupakan hak 

asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 

1945, Pasal 28B ayat (1)  bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,  akan tetapi dalam berbagai 

kasus banyak Prajurit yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari  atasan 

tanpa prosedur yang jelas, salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi 

prajurit, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa Tata Usaha Militer 

sebagaimana Pasal 265 ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer  

Dengan diadakannya Peradilan Tata Usaha Militer, maka akan terjadi 

keseimbangan antara penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan 

kewibawaan Militer, maka hendaknya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah 

berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Militer untuk memberikan jaminan dan 

kepastian hukum kepada Pejabat Tata Usaha Militer dalam membuat keputusan 

atau tidak membuat keputusan, oleh karena kekosongan Hukum Tata Usaha 

Militer yang telah berlarut-larut tidak bisa dibiarkan berjalan terus menerus. 

Harus ada keinginan dari TNI, Pemerintah dan Pihak terkait lainnya untuk 

membuat peraturan yang adil dan dapat menaungi semua pihak. 

Kata kunci : Tata usaha, nikah talak rujuk, TNI 
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